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Pokok masalah penelitian ini membahas tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa 

Mantaas. Pokok masalah kemudian diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu: Bagaimana penentuan dasar hukum gugatan terhadap sengketa hasil pemilihan 

kepala desa dalam putusan Pengadilan Negeri Barabai nomor 8/PDT.G/2021/PN.BRB dan 

Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Barabai 

nomor 8/PDT.G/2021/PN.BRB ?  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan undangan, 

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa yang merupakan 

perwujudan sistem demokrasi yang selama ini dianut oleh negara Indonesia dan dalam 

penyeleggaraanya sering terjadi pelanggarang nilai-nilai demokrasi yang jujur adil dan bebas 

dari pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan. Dalam Pemilihan Kepala Desa Mantaas 

perbuatan yang diakibatkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pemikiran 

mengenai pembentukan dan perumusan mengenai regulasi dalam undang-undang tentang desa 

khususnya tentang penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa dan 

penelitian ini diharapkan dapat membuka pola pikir dari akademisi, eksekutif dan legislatif untuk 

melakukan penyesuaian terhadap undang-undang tentang desa sehingga segala macam bentuk 

pelanggaran dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. 



ABSTRACT 
 

Keywords: Dispute over Mantaas Village Head Election Results 

 

The subject matter of this research discusses the Mantaas Village Head Election Results 

Dispute. The main problem is then described into several sub-problems or research questions, 

namely: How is the determination of the legal basis for the lawsuit against the dispute over the 

results of the village head election in the Barabai District Court decision number 

8/PDT.G/2021/PN.BRB and how is the legal consideration of the panel of judges in the Barabai 

District Court decision number 8/PDT.G/2021/PN.BRB? 

In this research, the author uses the type of Normative legal research, which is research 

that uses various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, 

and can be the opinions of scholars. 

The results of this study indicate that the village head election is a manifestation of the 

democratic system that has been adopted by the Indonesian state and in its implementation there 

are often violations of democratic values that are honest fair and free from coercion of the will 

in making choices. In the Mantaas Village Head Election, the actions caused by the State 

Administrative Decree. 

The implication of this research is that it is expected to be used as a contribution of 

thought regarding the formation and formulation of regulations in the law on villages, especially 

regarding the settlement of violations that occur in village head elections and this research is 

expected to open the mindset of academics, executives and legislators to make adjustments to the 

law on villages so that all forms of violations can be resolved in accordance with applicable 

laws. 
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